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Pasal 24 
Pasal 25 
NEWSLETTER dari UPM 
1. Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan 
program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampu-
annya menjadi spesialis. 
2. Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja 
sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/ atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas 
mutu layanan profesi.  
3. Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang 
ilmu tertentu. 
4. Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/ 
atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua)  tahun. 
5. Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis. 
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
TIM : 
 
PENGARAH 
Gunasti Hudiwinarsih 
 
TIM REDAKSI  
Yunita Setya Tiar 
 
 
 
Usulan Bapak/ Ibu/ Saudara 
sangat kami harapkan.  
Silahkan hubungi TIM     
Redaksi di ruang UPM  
No.Ext 113 
 
 
HIMBAUAN : 
Simpanlah Newsletter ini 
untuk referensi di masa 
mendatang.   
STIE Perbanas Surabaya 01 Februari 2016 Edisi 71 
1. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi    
lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan 
memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. 
2. Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh 
Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. 
3. Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.  
4. Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan 
program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang    sederajat dengan  
pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun. 
5. Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi. 
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
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Paragraf 3 
Program Profesi dan Program Spesialis 
1. Selain gelar doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 
huruf c, Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor berhak    
memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang 
layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang 
luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa 
dalam bidang kemanusiaan. 
2. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
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1. Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 
2. Gelar akademik terdiri atas: 
a. sarjana; 
b. magister; dan 
c. doktor. 
3.   Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. 
4.   Gelar vokasi terdiri atas: 
a. ahli pratama; 
b. ahli muda; 
c. ahli madya; 
d. sarjana terapan; 
e. magister terapan; dan 
f.  doktor terapan. 
5.  Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. 
6.  Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan   
Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu 
layanan profesi. 
7.   Gelar profesi terdiri atas: 
a. profesi; dan 
b. spesialis. 
8.  Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
1. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang           
dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. 
2. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang 
diterima dari Perguruan Tinggi. 
3. Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: 
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau 
b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik 
dan gelar vokasi. 
4.   Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: 
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau 
b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi. 
5. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila 
karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan 
hasil jiplakan atau plagiat. 
6. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar 
akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. 
7. Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. 
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Paragraf 4 : Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi 
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1. Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian       
pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non-
formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 
pekerjaan diberbagai sektor. 
2. Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan 
kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. 
3. Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 29 
Bagian Kelima : Kerangka Kualifikasi Nasional 
1. Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan 
tinggi keagamaan.  
2. Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah 
tinggi, akademi dan dapat berbentuk ma’had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis. 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 30 Bagian Keenam : Pendidikan Tinggi Keagamaan 
(1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan 
berbagai media komunikasi. 
(2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: 
a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan 
secara tatap muka atau reguler; dan 
b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.  
(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana 
dan layanan belajar serta system penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional       
Pendidikan Tinggi. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. 
Pasal 31 
Bagian Ketujuh : Pendidikan Jarak Jauh 
(1) Program Studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan 
dalam mengikuti proses pembelajaran dan/atau Mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat is-
timewa. 
(2) Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi juga dapat dilaksanakan melalui 
pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. 
Pasal 32 
Bagian Kedelapan : Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 
To be continued... 
